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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ratogesa 

Kecamatan Golewa Tengah Kabupaten Ngada dapat diambil beberapa 

kesimpulan. Perencanaan program Dana Desa di Desa Ratogesa telah 

melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan 

dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan program 

Dana Desa di Desa Ratogesa telah menerapkan prinsip-prinsip transparan dan 

akuntabel. Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten, maupun Camat yang terjadi 

dalam pengelolaan Dana Desa di desa Ratogesa sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Pertanggungjawabanpengelolaan Dana Desa di Desa Ratogesa sudah 

baik secara teknis maupun administrasi dan dilaksanakan secara akuntabel dan 

transparan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Transparansi Dan 

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ratogesa, 

maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini. 

1. Bagi pemerintah desa. 

a. Melakukan perbaikan secara terus menerus dengan selalu mengikuti 

peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat 

mengelola anggaran tersebut dengan baik. 
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b. Pembinaan pengelola Dana Desa merupakan sarana efektif untuk 

keberhasilan program Dana Desa, oleh karena itu pemahaman prinsip 

transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat 

Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat guna meningkatkan semangat, 

motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa. 

c. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dalam 

pengelolaan Dana Desa di Desa Ratogesa yang telah di implementasikan 

agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan 

benar. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para 

informan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara. 

b. Memperbanyak informan, terutama masyarakat desa dalam pengumpulan 

data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban 

pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. 
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